Nomor
Lampiran
Hal

PEMERINTAH PROVINS| JAMBI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Telanaipura Jambi
Telp - Fax (0741) 61117 web : www.jambiprov.go.id

Jambi, 7 Mei 2026
Zulkaidah 1447 H

: 8- 999 /Diskominfo-3.1/V/2026
. 1 (satu) berkas

. Perigunggahan ngumeh

Informasi Publik

Kepada Yth : Kepala Perangkat Daerah

Lingkup Provinsi Jambi (Daftar terlampir)
di-
Tempat

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana dalam Pasal 7 (tujuh)
menjelaskan Kewajiban Badan Publik (Perangkat Daerah)
menyediakan Informasi Publik. Selanjutnya guna mendukung
Penilaian sebagai OPD - Informatif perlu dilaksanakan
pengunggahan seluruh informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan oleh pejabat publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara
agar memerintahkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi) yang telah ditugaskan berdasarkan SK Kepala OPD
untuk mengunggah informasi publik dengan kriteria informasi
(terlampir) ke website masing-masing instansi sekaligus website
ppid.jambiprov.go.id. Adapun Pengunggahan Informasi dilaksanakan
terhitung sejak bulan Mei s/d Juli 2026 .

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan
kerja samanya diucapkan terima kasih.




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jend. A. YaniNo. 01, Telp — Fax (0741) 66269
email : diskominfo@jambiprov.go.id web : diskominfo.jambiprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada . Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
Dari . Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
Tanggal ;. OS Mei2026 M

Zulkaedah 1447 H
Nomor . ND- 300 /Diskominfo-3.1/V/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal :  Mohon Menandatangani konsepnet Surat Pengunggahan

Dokumen Informasi Publik yang ditujukan ke Perangkat Daerah
lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, izinkan kami melaporkan kepada Bapak
sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) waijib
melakukan ketersediaan informasi publik secara berkesinambungan dalam rangka
meningkatkan dan memastikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di
lingkup wilayahnya berjalan secara efektif dan optimal;

2. Bahwa Perangkat Daerah diharapkan segera mengunggah seluruh informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan ke website ppid.jambiprov.go.id serta website
masing-masing instansi dikarenakan akan dilakukan pemantauan oleh Komisi
Informasi Pusat RI.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami telah menyiapkan konsepnet surat yang akan
ditujukan ke seluruh Badan Publik/Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi

Jambi (terlampir), sekiranya Bapak berkenan, mohon berkenan menandatangani surat
tersebut.

Demikian kami sampaikan, atag perkenannya diucapkan terima kasih.

Drs. Ariansyah, M.E.
Pembina Utama Madya
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PPID PROV JAMBI
Biro, BKAD, BKAD, BKD, BKD, BKD, BPBD, BPKPD, BPKPD, Bu, Bu, By, D...

11.41
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Kominfo Buk Berlina

Kami mohon kpd seluruh atasan, pejabat dan admin daripada
PID kab/kota se-Provinsi Jambi kiranya berkenan hadir pada:
Hari/tgl : Kamis, 21 Mei 2026

Pukul : 8.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi..

Dalam rangka penguatan dan penyamaan persepsi dalam rangka
meningkatkan Kinerja mendukung Keterbukaan Informasi Publik

di Provinsi Jambi..

Utk itu sekalian dimohon list kehadiran :

Q +62 812-5915-5952

U

@ Ketik pesan
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[ﬂJ @ Ketik pesan

PPID PROV JAMBI
Biro, BKAD, BKAD, BKD, BKD, BKD, BPBD, BPKPD, BPKPD, Bu, Bu, By, D...

21. Set.DPRD 31/5/2026
22

Kominfo Buk Berlina
» Diteruskan

b SURAT PENGUNGGAHAN
*  DOKUMEN.pdf
2 halaman « PDF - 1 MB

Kominfo Buk Berlina
» Diteruskan

& INFORMASI PUBLIK YANG HARUS
DIUNGGAH.pdf
2 halaman - PDF - 174 kB

Dinkes Putra (Admin)

(Q Pesan ini dihapus

10 2K/
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1. Menyampaikan Informasi Khusus yang berkaitan dengan hak
masyarakat

2. Program strategis dari OPD

3. Pengadaan Barjas 2 paket yang telah selesai lelang tahun 2026

Inspektorat

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh
pejabat Pemerintah Provinsi;

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh
pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi
yang bersangkutan.

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam
pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2025;

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2025;

Biro Organisasi

Daftar Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil

Daftar Dokumen profil pimpinan dan pegawai

Tugas dan fungsi serta kantor unit-unit dibawahnya

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi

Biro Adpim

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian/Lembaga/Badan dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2023-2025

Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi (kalender
kegiatan)




BAPPEDA

Menyediakan dokumen rencana strategis Kementerian/Lembaga/Badan
yang masih berlaku

Mengumumkan program strategis atau prioritas Pemerintah Provinsi
Tahun 2025 yang sekurang-kurangnya memuat nama program, besaran
dan sumber anggaran, serta satuan kerja yang menangani (Sertakan
informasi di website resmi Pemerintah Provinsi dan atau website SKPD
yang menangani perencanaan pembangunan daerah)

DPMPTSP DAN BIRO PEMERINTAHAN

Daftar Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
yang telah dinyatakan terbuka Tahun 2023-2026 dan tertuang dalam DIP Tahun 2026.
Surat perjanjian atau MoU yang tercantum dalam DIP.




BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA :

2 PAKET STRATEGIS

Pemerintah Provinsi mengumumkan rencana umum pengadaan Tahun 2025

Sebutkan 2 (dua) pengadaan strategis Tahun 2025 yang TELAH SELESAI LELANG

a. Nama dan nilai Paket

b. Nama dan nilai Paket

Pemerintah Provinsi mengumumkan informasi dan menyediakan dokumen
pengadaan jasa dan barang 2 paket strategis yang telah selesai pemilihan atau
selesai lelang Tahun 2025 berupa:

a. Paket 1 (sebutkan nama paket)

b. Paket 2 (sebutkan nama paket)

Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;

Spesifikasi Teknis;

Rancangan Kontrak;

Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;

Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;

Daftar Kuantitas dan Harga;




Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

Gambar Rancangan Pekerjaan;

Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

Dokumen Penawaran Administratif;

Surat Penawaran Penyedia;

Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Berita Acara Pemberian Penjelasan;

Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;

Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;

Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

Pemerintah Provinsi mengumumkan informasi dan menyediakan dokumen
pengadaan jasa dan barang 2 paket strategis yang telah selesai pemilihan atau
selesai lelang Tahun 2025 berupa:

a. Paket 1 (sebutkan nama paket)




b. Paket 2 (sebutkan nama paket)

Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang
tidak mengandung informasi yang dikecualikan

Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai
para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat
penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi
pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta
ringkasan perubahan kontrak

Surat Perintah Mulai Kerja

Surat Jaminan Pelaksanaan

Surat Jaminan Uang Muka

Surat Jaminan Pemeliharaan

Surat Tagihan

Surat Perintah Membayar

Surat Perintah Pencairan Dana

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Pemerintah Provinsi memiliki regulasi internal yang menjamin transparansi
pengadaan barang dan jasa

Pemerintah Provinsi memiliki sistem elektronik pengadaan barang dan jasa
mandiri seperti misalnya https://biropbj.XXXprov.go.id/




Biro PBJ menyajikan informasi-informasi yang dapat diakses publik.
Misalnya informasi grafis jumlah paket, paket yang telah selesai lelang dan
sebagainya

Biro PBJ menyediakan informasi-informasi dalam bentuk dokumen- dokumen PBJ
yang telah dinyatakan terbuka bagi publik.

Biro PBJ menyediakan informasi-informasi berkaitan penyedia/vendor yang dapat
diakses publik. Misalnya daftar penyedia atau daftar hitam dan sejenisnya

Sistem Informasi elektronik Biro PBJ menyediakan mekanisme permohonan
informasi







